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ABSTRAK

Partai politik merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi. Di Indonesia partai
politik mendapatkan bantuan anggaran dari negara, hal ini dimaksudkan agar partai politik dapat
menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, peneliti melakukan tinjauan literatur untuk
menelaah bagaimana partai politik sebagai utilitas publik dalam demokrasi di Indonesia. Peneliti
melakukan penelaahan artikel untuk mengamati peran partai politik sebagai utilitas publik. Hasil
tinjauan ini menunjukan bahwa partai politik yang diberikan bantuan anggaran oleh negara
harus memiliki utilitas (kegunaan) untuk masyarakat salah satunya yaitu pendidikan politik.
Secara keseluruhan, tinjauan ini memberikan acuan yang tepat untuk penelitian lebih lanjut
dengan mengidentifikasi peran partai politik sebagai utilitas publik, dilihat dari bagaimana
partai politik mendapatkan anggaran yang besar dari negara untuk menjalankan fungsinya
dengan baik.

Kata kunci: Partai politik, Utilitas, Pendidikan politik, Demokrasi

ABSTRACT

Political parties are an important pillar in a democratic system. In Indonesia,
political parties receive budget assistance from the state, this is intended so that political
parties can carry out their functions properly. Therefore, the researcher conducted a literature
review to examine how political parties as public utilities in democracy in Indonesia.
Researchers conducted a review of articles to observe the role of political parties as public
utilities. The results of this review show that political parties that are given budget assistance by
the state must have utilities for the community, one of which is political education. Overall, this
review provides an appropriate reference for further research by identifying the role of political
parties as public utilities, seen from how political parties obtain large budgets from the state to
carry out their functions properly.
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1. PENDAHULUAN tersebut direpresentasikan oleh wakil-

Indonesia  merupakan  negara
dengan  sistem  demokrasi  dimana
kedaulatan berada di tangan rakyat, hal

wakil rakyat yang ada di parlemen
(Maaratong, 2020, him. 1). Oleh karena
itu partai politik merupakan pilar penting

dalam sebuah negara demokrasi, hal ini

11


http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/
https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i1.62

Jurnal Publisitas, Vol. 8, No. 1, Oktober 2021

karena dengan adanya partai politik
aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan
(Imansyah, 2012, him. 376). Dalam UU
No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
menyebutkan bahwasanya partai politik
diberikan  bantuan  anggaran  dari
pemerintah, hal ini bertujuan agar partai
politik dapat menyelenggarakan
pendidikan politik bagi masyarakat
(Abadi, 2020, him. 331). Partai politik
harus menjadi utilitas publik dalam hal
ini yaitu pendidikan politik seperti
pemahaman mengnai empat pilar
kebangsaan dan pemahaman mengenai
hak dan kewajiban warga negara.

Sebelum reformasi peran politik
dianggap kurang signifikan, adanya
pembiayaan negara pasca reformasi
merubah orientasi partai sebagai utilitas
publik. Tujuan diberikannya bantuan
anggaran dari negara kepada partai
politik agar partai politik dapat
melaksanakan fungsinya dengan baik,
dalam hal ini yaitu memberikan
pendidikan politik pada masyarakat serta
wadah aspirasi masyarakat (Abadi, 2020,
him. 334). Pasal 11 Undang-Undang No
2 Tahun 2011 menyatakan bahwa fungsi
partai politik vyaitu sebagai sarana
pendidikan politik, sarana penciptaan
iklim kondusif bagi persatuan dan
kesatuan bangsa, sarana penyerap aspirasi
masyarakat, sarana partisipasi politik,
serta sarana rekrutmen politik (Imansyah,
2012, him. 376).

Reformasi partai berdampak pada
juga pada keuangan partai dimana
terdapat keterlibatan negara pada bantuan
anggaran kepada partai. keterlibatan
negara dalam hal anggaran partai yang
bersumber dari APBN dan APBD
diharapkan menjadikan partai sebagai

utilitas publik dalam hal ini menjalankan
fungsinya dengan baik. Artikel ini
mencoba memaparkan hasil literatur
partai politik sebagai utilitas publik
dalam demokrasi di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara teori, demokrasi diartikan
sebagai pemerintahan yang diatur dari
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
(Scholte, 2014, him. 3). Indonesia sendiri
dapat  dikatakan  sebagai  negara
demokrasi terbesar ketiga di dunia
(Gazali, 2014, hlm. 425). Di Indonesia
demokrasi dituangkan melalui pemilihan
umum secara langsung, hal ini
diharapkan aspirasi masyarakat
tersampaikan dengan baik serta dapat
memenuhi harapan masyarakat (Kusuma,
Widiati, & Suryani, 2020, hlm. 165).
Dalam hal menyampaikan aspirasi
masyarakat partai politik memiliki peran
penting untuk menjembatani antara
pemerintah dengan warganya, hal ini
karena partai politik merupakan aktor
penting dalam sebuah proses politik yang
demokratis (Suryadi, 2004, him. 38).

Partai  politik didefinisikan
sebagai  organisasi  sukarela  yang
menempatkan kandidat dalam pemilihan
umum untuk memperoleh jabatan dalam
pemerintahan (Bonotti, 2011, him. 19).
Selain itu partai politik juga memiliki
fungsi yang lebih luas dari sekedar
menempatkan kadernya di pemerintahan,
yaitu untuk memberikan pendidikan
politik pada masyarakat serta sebagai
perantara antara masyarkat dengan negara
dalam hal menyampaikan aspirasi
(Bonotti, 2011, him. 20). Peran penting
partai politik terhadap masyarakat juga
tidak terlepas dengan adanya pembiayaan
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yang datang dari negara agar partai dapat
menjalankan fungsinya dengan baik (Van
Biezen, 2004, him. 702).

Indonesia sendiri Dalam UU No 2
Tahun 2011 Tentang Partai Politik
menyebutkan bahwasanya partai politik
diberikan  bantuan  anggaran  dari
pemerintah, hal ini bertujuan agar partai
politik dapat menyelenggarakan
pendidikan politik bagi masyarakat
(Abadi, 2020, hlm. 331). Pendanaan
publik dalam  melalui  pemerintah
berkontribusi pada transformasi partai
yang semula hanya untuk mencari
kekuasaan di pemerintahan menjadi
partai sebagai utilitas publik (\Van Biezen,
2004, him. 702).

Penelitian ini mencoba
memaparkan bagaimana partai politik
yang mendapatkan anggaran  dari
pemerintah melalui APBD dan APBN
menjadi utilitas publik dalam demokrasi
di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  menggunakan
metode  literatur  research/narrative
research yaitu mengumpulkan penelitian
yang relevan dengan apa yang akan
diteliti berkaitan dengan partai politik
sebagai utilitas publik dalam demokrasi
di Indonesia. Hasil pengumpulan dari
berbagai artikel kemudian dielaborasi ke
dalam pembahasan narrative review.
Narrative berarti menarasikan atau
menceritakan secara terperinci (Creswell,
2015, him. 1017).

4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Legitimasi Anggaran Partai Politik

Secara historis, partai politik
bergantung pada kontribusi swasta untuk
mendanai kegiatan mereka (Van Biezen,
2004, hlm. 701). Sementara partai-partai
klasik memperoleh anggaran biasanya
mengandalkan dari sumbangan
anggotanya. Pembiayaan publik untuk
partai politik merupakan hal baru yang
berkembang dalam negara demokrasi di
Eropa (Van Biezen, 2004, hilm. 701).
Subsidi publik untuk partai politik dapat
dikatakan sebagai perkembangan yang
signifikan dalam hubungan antara politik,
negara dan warga negara dalam
demokrasi (Pierre, Svasand, & Widfeldt,
2000, him. 1). Menurut Carlson (2012,
hlm. 391) sistem pembiayaan publik
untuk  partai politik ~ diharapkan
mendorong masyarakat disaat kampanye
berpusat kepada partai daripada berpusat
pada kandidat.

Pembiayaan publik kepada partai
politik  dapat dipahami karena
meningkatnya biaya proses demokrasi.
Hal ini sebagai akibat peningkatan
penggunaan media massa dan teknik
kampanye yang semakin mahal [13].
Pembiayaan publik melalui negara ini
dianggap penting untuk keberlangsungan
proses demokrasi, partai tidak hanya
mengandalkan pembiayaan oleh setiap
individu partai melainkan juga terdapat
bantuan negara yang membuat partai
lebih profesional dengan  tidak
mementingkan  kepentingan individu
melainkan kepentingan umum
(Szczerbiak, 2001, him. 432).

Pembiayaan publik kepada partai
juga dapat mencegah pembiayaan dari
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luar yang lebih luas yang berdampak
partai menjadi organisasi tertutup yang
cenderung dapat korupsi (De Sousa,
2001, him. 165).

Seperti dijelaskan diatas,
pembiayaan publik untuk partai politik
ini berkaitan dengan keinginan untuk
membatasi pengaruh dana pribadi dan
swasta untuk membatasi distorsi terhadap
proses demokrasi [16]. Hal ini dapat
diartikan bahwa pembiayaan publik
kepada  partai ini  agar partai
memerhatikan kepentingan umum
dibanding dengan kepentingan individu.

Hal ini  menjadikan partai
memiliki pedoman terhadap sesuatu yang
lebih umum dibanding individu, karena
partai terbebas dari pihak yang harus
dipuaskan terkait dengan keuangan partai
(Van Biezen, 2004, hlm. 707). Hal
tersebut dapat mengantisipasi korupsi
yang terjadi di pemerintahan melalui
partai politik.

Di Indonesia sendiri, melalui UU
No 2 Tahun 2011 partai politik
mendapatkan tiga sumber pembiayaan,
yaitu berasal dari iuran anggota,
sumbangan yang sah menurut hukum,
serta bantuan APBN/APBD (Abadi,
2020, hIim. 330). Sistem demokrasi
memang memerlukan biaya yang besar,
hal itulah yang menjadi alasan Undang-
Undang partai politik mengamanatkan
bantuan keuangan dari APBN yang
diprioritaskan ~ untuk  melaksanakan
pendidikan politik bagi anggota serta
masyarakat (Suryadi, 2017, hlm. 35).
Bantuan  keuangan  kepada partai
merupakan hal wajar dalam sistem
demokrasi, partai memiliki  fungsi
menyerap tuntutan, aspirasi publik untuk
dijadikan sebuah kebijakan yang nantinya

akan berpengaruh terhadap publik itu
sendiri (Bischoff & Christiansen, 2016,
him. 2).

Partai Politik sebagai Utilitas Publik

Indonesia memutuskan
betransformasi menjadi negara
demokrasi, hal ini dapat diartikan sebagai
pemerintahan yang diatur dari rakyat oleh
rakyat dan untuk rakyat (Scholte, 2014,
him. 3). Dalam negara demokrasi rakyat
memiliki peran penting dalam
melaksanakan  nilai-nilai  demokrasi
(Abadi, 2020, hlm. 329). Tegaknya
demokrasi tidak terletak pada
pemerintahannya atau negara, akan tetapi
pada warga negaranya. Karena itu, negara
memiliki tugas untuk membentuk sikap
demokrasi kepada warga negaranya
(Pasaribu, 2017, him. 52).

Kehadiran partai politik
merupakan hal penting karena merupakan
representatif rakyat melalui  wakil-
wakilnya di pemerintahan Indonesia.
Karena itu partai politik merupakan
institusi yang mutlak diperlukan dalam
sistem demokrasi, dengan hadirnya partai
politik keinginan, tuntutan serta aspirasi
rakyat dapat tersalurkan dengan baik
(Saputro, 2015, him. 35). Kedudukan
partai politik sangat kuat, maka dari itu
Undang-Undang mengamanatkan tugas
yang penting salah satunya yaitu
menyiapkan kader pemimpin nasional
[17, hal. 104].

Tugas partai politik tidak hanya
sekedar mencari tempat di kekuasaan,
lebih dari itu partai politik memiliki tugas
sebagai sarana pendidikan politik anggota
serta masyarakat (Bonotti, 2011, him.
20). Berangkat dari teori utilitarianisme
yang digagas oleh Jeremy Bentham,
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dimana kegunaan, manfaat, keuntungan
menjadi tolak ukur baik atau buruknya
suatu tindakan (Milii, 1914, him. 12).
Dalam teori utilitarianisme dikatakan
bahwasanya sebuah tindakan dapat
dikatakan benar apabila menghasilkan
kebahagiaan, dan  salah  apabila
berdampak pada penderitaan [22]

Kebahagiaan dalam teori
utulitarianisme ini berarti tidak hanya
dimaksudkan kepada aktor, melainkan
kepada masyarakat secara umum (Milii,
1914, him. 13). Teori utilitarianisme
mengatakan bahwa suatu tindakan yang
baik yaitu tindakan yang menghasilkan
manfaat  (utilitas), dan sebaliknya
tindakan yang tidak menghasilkan
manfaat yaitu tindakan yang buruk.
Jeremy Bentham dalam konsepnya yaitu
“The Greatest Happiness of The Greatest
Number”, yang berarti bahwa kuantittas
individu yang merasakan manfaat dari
suatu tindakan sebagai tolak ukur baik
atau buruknya sebuah tindakan (Milii,
1914, him. 15).

Maka dari itu berdasarkan
penjelasan teori diatas, partai sebagai
utilitas publik berarti bagaimana tindakan
partai itu harus memiliki manfaat kepada
masyarakat secara luas. Tentu saja hal ini
tidak terlepas dari pembiayaan publik
terhadap partai politik, yang menjadikan
partai tidak lagi menjadi kepentingan
pihak-pihak swasta melainkan
kepentingan publik (Van Biezen, 2004,
him. 702). Indonesia, bantuan anggaran
partai diatur melalui Undang-Undang No
2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,
dimana partai mendapatkan bantuan
anggaran salah satunya yaitu dari APBN
atau APBD. Hal ini dapat diartikan
bahwasanya di Indonesia partai politik

harus  menjalankan  fungsi-fungsinya
dengan baik yang bisa bermanfaat bagi
masyarakat banyak.

Dalam Undang-Undang No 2
tahun 2011 tentang partai politik, secara
umum partai politik memiliki fungsi
sebagai pendidikan politik bagi anggota
serta masyarakat, juga sebagai sarana
rekrutmen politik yang menciptakan
kader-kader calon pemimpin yang
memiliki integritas. Pendidikan politik
merupakan hal penting dalam sebuah
sistem demokrasi, hal ini dapat membuat
masyarakat paham politik (Sanusi &
Darmawan, 2016, him. 24). Pendidikan
politik  sendiri  dimaksudkan agar
membentuk kesadaran, pemahaman dan
partisipasi masyarakat dalam proses
berpolitik (Hermawan, 2020, him. 1).
Secara teoritis menurut Undang-Undang,
pendidikan politik diartikan sebagai
proses pembelajaran dan pemahaman
mengenai hak, kewajiban serta tanggung
jawab setiap warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai pilar demokrasi, peran
partai politik memang sangat vital dalam
kehidupan demokrasi. Karena itu, partai
politik diharapkan mampu menciptakan
iklim demokrasi yang sehat dan efektif.
Keberadaan partai politik harus dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat melalui
pendidikan politik yang dilaksanakan.
Pendidikan politik yang sukses akan
tercermin ketika partisipasi masyarakat
dalam pemilihan umum tinggi [24].

Selain melaksanakan pendidikan
politik, partai politik juga diberi amanat
melaksanakan rekrutmen politik.
Rekrutmen politik merupakan pemilihan
atau seleksi seseorang atau sekelompok
untuk melaksanakan peranan dalam
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proses politik [1]. Fungsi rekrutmen
merupakan  kelanjutan  dari  fungsi
mencari dan mempertahankan kekuasaan.
Selain itu, fungsi rekrutmen politik
sangat penting bagi kelangsungan sistem
politik sebab tanpa elit yang mampu
melaksanakan peranannya, kelangsungan
hidup sistem politik akan terancam.
Komarudin Sahid (dalam Utomo, 2020,
him. 40) mengatakan bahwasanya
rekrutmen politik berperan dalam sistem
politik sebuah negara, karena proses ini
dapat menentukan orang-orang yang akan
menjalankan dari fungsi sistem politik
negara melalui lembaga politik.

Rekrutmen politik dapat
dikatakan sebagai sarana partai untuk
memperluas partisipasi politik
masyarakat (Pasaribu, 2017, hlm. 56).
Dengan adanya rekrutmen politik ini
diharapkan masyarakat turut terlibat aktif
dalam proses demokrasi serta
pengelolaan negara. Menurut Undang-
Undang tentang partai, partai politik
memiliki peran dalam menentukan calon
pemimpin melalui rekrutmen politik ini
(U.B. & Sukmana, 2015, him. 181).
Dapat dikatakan partai politik merupakan
satu-satunya organisasi yang dapat
menentukan pemimpin yang akan dipilih
rakyat nantinya. Partai politik harus
memiliki sebuah keterbukaan dalam
rekrutmen politik ini, agar setiap warga
negara dapat memiliki kesempatan untuk
menjadi calon pemimpin.

Sehingga partai politik seharusnya
menjadi utilitas publik apabila melihat
fungsinya sebagai pendidikan politik
serta rekrutmen politik. Partai politik
harus bisa memberikan pendidikan
politik yang baik sehingga masyarakat
dapat memiliki pemahaman mengenai

hak dan kewajiban dalam berpolitik.
Lebih dari itu pendidikan politik juga
dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat, baik itu dalam pemilu
maupun keikutsertaan masyarakat dalam
proses rekrutmen politik partai. Merujuk
pada teori utilitarianisme, maka setiap
fungsi partai harus memiliki kegunaan
bagi masyarakat, artinya partai politik
harus sebagai utilitas publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia bertransformasi
menjadi sebuah negara demokrasi dimana
kedaulatan berada di tengan rakyat. Bagi
negara demokrasi, kehadiran partai
politik merupakan hal penting karena
merupakan representatif rakyat melalui
wakil-wakilnya di pemerintahan. Selain
berfungsi sebagai perwakilan rakyat
dalam pemerintahan, partai politik juga
memiliki ~ fungsi  sebagai  sarana
pendidikan politik dan rekrutmen politik
bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat
merupakan hal penting dalam sistem
demokrasi, karena itu pendidikan politik
merupakan hal penting agar masyarakat
memiliki kesadaran serta pemahaman
mengenai politik.

Pentingnya partai politik di
Indonesia dapat dilihat dari bagaimana
negara memberikan bantuan anggaran
kepada partai politik. Melalui Undang-
Undang No 2 Tahun 2011, partai politik
diberikan anggaran melalui APBN dan
APBD agar dapat melaksanakan
pendidikan politik bagi masyarakat.
Karena itu, partai politik tidak hanya
berfungsi  merebut  kekuasaan  di
pemerintahan, lebih dari itu partai politik
harus sebagai utilitas publik. Utilitas
disini yaitu memberikan pendidikan
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politik bukan hanya terhadap kader partai
saja melainkan kepada masyarakat secara
umum. Bantuan anggaran dari negara
juga harus berdampak kepada keseriusan

partai

dalam menjalankan fungsinya

tersebut. Karena sebuah sistem demokrasi
akan berjalan dengan baik jika partai
politik menjalankan fungsinya dengan
baik juga.
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